
BIIPATI ACEET UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARTT"

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

BISMI LLAH IRRAH MAN I RRAI-I IM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUA$"1i

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sehi:r;ai krs;;ir;i;i',
masyarakat hukum yang diberikan wewerlan(; '.r:i.tst,s r.rr,ijK

mengatur dan mengurus sendiri urusan pernclririiir'l;iir iiij'i':il
kepentingan masyarakat setempat ciiperii;riln ;1I:;;6ir-1t1;:r
mengenai tugas, fungsi dan wewenang pelilor;i':Iinan Vlt.rtrii't

dalam penyelenggaraan pemerintahan kei'nuii;n:an :;r){.(.ir';l

demokratis dan partisipatif berlandaskan sejar',;i'i '.Jr;i iiijii; i/;-i:l-.1

telah ber^akar dalam sistem sosial bud:;yi; Irliltj .'i:ii',ii:l lr.1'1.'t,

secara turun temurun;

b. bahwa dengan diakuinya keistimewaan /\ceh seb;;r;:ii li(-'si::i.;in
masyarakat hukum yang diberikan wewen.lnq iliiut;;:; diili.jll
mengatur dan mengurus sendiri urusan pcr'it('jr!ni;tlri,r'r l;tia:
kepentingan masyarakat setempal <ii5:r:i-;rx.a:t l)r,):*1,:ri*Ii;:,
mengetiai tugas, fungsi dan wewenang per,''i]l"ii t:;ri'r;.:il l\1,;,(rJr:

dalam penyelenggaraan pemerintahan k{:ii,u ii; -r,i:r rjo.:i,r ..1

demokratis dan partisipatif berlandaskern sejar^r-:i' lj:;;i i;riii-]1 '\1;:{;rc

telah berakar dalam sistem sosial hud;rya. ry)ils'.,rjIOKi'i .1.,..1'il

secara turun temurun;

c. bahwa [Vukim telah memiliki pe:ranafi yai',lt i;ailqiji i-,i,r1l'p,, t'la;i.li:
perjuangan revolusi kemerdekaan Acch pi;da l<r' ;r,i;r,i, yit rl..i';
bangsa serta negara lndonesia pada urrriirnnyrl, :;(.'ili''i'.rr,:' (:{ri:'i

diperkuat eksistensinya dalam struktur perncrrni;iir.ar ,\.r:c;i -..t s'.ri,jL

dengan kedudukan dan kewenang;ln lvlt.,kiivt scbai;:rr
pemerintahan adat yang dibentuk melalui gabungarn (federasi)
gampong;

d. bahwa PengaturanPernerintahan lVukim teiah tJi;,,1'-ir l;ec'ir:.: teoii:;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 zty'al (4) lrr;i;lno rJnd;inq
Nomor' 11 Talrun 2006 tentang Pernerintr*han Act.,r.: {tial.;t tt(.i,t-:

diatur suatu Qanun Kabupaten Aceh Utarra lentanct irrlirli.ir:;';t;1':iair
lVlukirn.

lVenimbang a



[/engingat 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyeleng(Jaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Nr:gara Nornor
38e3);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang l]emerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia [ahun ?004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubaharl KecJtla

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tr:ntarrq
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubitk lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemr:rintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Norr:r>r

62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones:i'r Nt)ri:or
4633);

4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 -lahi;n 20().i
tentang Pemerintahan lVukim Dalam Provinsi Nanggroe A<;t;1,

Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomoi 17 St r Ll

Nomor 7);

5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tenlanq Tata o;tra
Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanqqrcre At;r:it
Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tanibahan l-enrbaran Daer;llt
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nornor 03),

6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pernbinailn Kei:itluparr
Adat Dan Adat lstiadat (Lembaran Daerah l)rovinsi N;;ng;q'oc
Aceh Darussalam 

-Iahun 2008 I'lomor 09, Tambahal t ernbaran
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [;lhurl 20Cl Norirtr
19;

7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentanq i r:rnbi:rl;-t Ar:ui
(Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh [)arusr;;li;'i'n ia::i;ir
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah l)rovinsi Nangg:ot:
Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 20);

B. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang lata C;lra l)ili'tiil:na:r:
Dan Pemberhentian lmum Mukim (Lembarart Dat;rah i)ior,li:i:;,

Aceh Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan L<;mbalrari llaeti"rir /i.i:,:i
Tahun 2009 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UT,{IIA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TEN'TANG PEIVI|JIRII.TiA[ },,iIIi]

MUKIM

2
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Aceh sebagai suatu kc:satuan

masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturart
perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
lndonesia berdasarkan Undang- undang Dasar Ncqara Nerlirra

Republik lndonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seoranq
bupati.

2. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupatr:n rlan
Dewan Penrvakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan funqsi dan

kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya discbut Pernerirtlilh
Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Act:h yang tetrrliri

atas Gubernur dan perangkat pemerintah Aceh.

4. Pemerintah Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut penrerintah

kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupak:n
yang terdiri atas bupati dan perangkat pemerintah kabr:paten.

5. Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan selenis
peraturan daerah kabupaten yang mengatur periyr-.lenoqaraarl
pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupatcn di Aceh

6. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten.

7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja r;amat sebag;ri pr:ranqk;:t
pemerintah kabupaten dalam penyeleng{)araan p{)rnL,r'rntanari

kecamatan yang dipimpin oleh camat.

B. tVlukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Ke<;amatan

yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mcrnpunyai
batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh lmuem l\flukirri

berkedudukan langsung di bawah Camat.

9. Harta Kekayaan tVlukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oir:!'r

IMukim yang ada pada waktu pembentukan Gampon5; aLau narr''e

lain dan tidak diserahkan kepada Gampong sr>rta surnirr:r
pendapatan lainnya yang sah.

l0.Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukurn yiing

berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Gcuchiir yang br:ri'ii:ii

menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

11.Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalarn wilayair i\4ukirn yairq

dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.

J



12.Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumbor dari adat

istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kr:rnukirnan

setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.

13. lvlusyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permuf akatan

dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Geuchik, lembaqa-

lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh lmucnr

Ir/ukim.

14. Penyelesaian persengketaan adat [Vlukim adalah perrnusyawaalao
dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perst:lisihan

antar penduduk atau sengketa-seng keta di bidang hukum adat

dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh lmuem [\,4ukim dan Tuha

Peuet Mukim.

'l 5. lmuem [t/ukim adalah Kepala Pemerintahan I\,4ukim

'1 6. Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah alat kelcngkapan mukirrr

yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imuern \,4ukim.

17. Keuangan lt/ukim adalah semua hak dan kewajiban N/ukim yang

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun berupa barang yang dapat dtjadikan milik rnukim

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

18. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan lmam I\,4eLtnasah

beserta perangkat gampong.

l9.Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan i,'efirorinlahan
yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan badan
permusyawaratan gampong yang disebut dr:ngan I uha Pcur:t
gampong.

20. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi rlr;.i r'r i.r s,i.i

sebagaimana yang diatur dalam peraturan peru nd ang-u nd anqzr rr

yang berlaku.

2l.Peraturan I\/ukim adalah peraturan peru ndang-u ndangan yang

mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
masyarakat beberapa gampong di Kabupaten Aceh [.Jtara.

22.Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan irnum mukirn yanq

befiugas menyelenggarakan pemilihan imum mukim scnaLrai.ltiJla
yang telah diatur secara tersendiri oleh QanunAceh.

BAB II

PEMERINTAHAN MUKIM

Bagian Kesatu

Penyelenggara pemerintahan
Tuha Peut I\/ukim.

Umum

Pasal 2

lt/ukim terdiri atas lrnun: Mukim iian
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Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim

Pasal 3

Penyelenggaraan pemerintahan IVlukim berpedoman pada asas umum
penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu:

a. asas keislaman;

b. asas kepastian hukum;

c. asas kepentingan umum;

d. asas tertib penyelenggaraan pemerintahan,

e. asas keterbukaan;

f. asas proporsionalitas;

g. asas profesionalitas;

h. asas akuntabilitas;

i. asas efisiensi;

j. asas efektivitas; dan

k. asas kesetaraan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemerintahan Mukim

Pasal 4

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul lVukim
dan ketentuan adat serta adat istiadat;

b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan pr.'rundang
undangan;

c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan peru ndang-u nda nga n

belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Ar;eh,
Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Kecamatan;

d. Kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten,

e. Penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang rrtcnjadr
kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturartnya kt:parla
pemerintahan mukim adalah urusan pemerintahan yang secara
langsung dapat meningkatkkan pelayanan, peran serta dan
prakarsa untuk kesejahteraan masyarakat mukim,

f. Penyerahan kewenangan dari pemerintah kabupatt:rr kt.'pada
pemerintahan mukim sebagaimana dimaksud pada huruf i, diaiur
dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

Ivlukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan kemukiman dr

bawah Kecamatan yang membawahi gabungan dari bcberapa
Gampong dalam struktur kemukiman seternpat untuk

5
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menyelenggarakan pemerintahan [r,4ukim dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah

kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat sotcrnpat,

melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesu;:i

dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam

Gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman.

Pasal 6

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemcrintahan

kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat

istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at lslam'

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn lJasal 6'

IVlukim mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas

desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan

(medebewind) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang

berada di Mukim;

b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di tt'4ukim;

c. Peningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at lslam, kehidupan

beragima, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama di

kemu kiman;

d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan,

peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar,

ketenteraman dan ketertiban masyarakat dl kemukiman;

e. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;

f. Pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumbcr Daya Al:rrrt

(SDA) di kemukiman.

(1)

Bagian Kelima

Perencanaan Pembangunan Mukim

Pasal 8

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Mukim disusun

Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, llencana
Pemerintahan Mukim Jangka [Vlenengah dan Rencana

Pemerintahan Mukim Jangka Pendek sebagai satu kr:satuan

sistem perencanaan kabupaten dalam struktur pemerintahan

Aceh.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun

secara demokratis dan partisipatif oleh pemerinlahan [\'4ukirn

sesuai dengan kewenangannYa.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan I\'4ukim

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan

gamptng dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan'

iemOagJ adat dan lembaga sosial kemasyarakatan lvlukim serta

masyarakat setemPat.

6
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(4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaik;ln
dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan N/ukim serta

diselaraskan dengan sistem perencanaan, Pemerintahan
Kabupaten dan Pemerintahan Aceh secara keseluruhan.

(5) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan

Pembangunan tVlukim Jangka Panjang, Jangka lvenengah dan

Jangka Pendek diatur dengan peraturan Bupati mencakup materi:

a. ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan N/ukim;

b. kedudukan perencanaan N/ukim dalam sistem perencanailn
Kabupaten;

c. prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
d. mekanisme pelibatan masyarakat dalam perencanaan N/ukim,

dan
e. monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanailn

IVukim.

BAB III

PEMERINTAH MUKIM

Pasal 9

(1)Pemerintah mukim dipimpin oleh seorang lmum lvukim sebagai
kepala pemerintah mukim.

(2) lmum tVlukim dalam menjalankan tugas dan kewenanEannya
dibantu oleh sekretaris mukim dan perangkat mukim.

(3) lmum tVukim bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan
pemerintah mukim sesuai dengan kewenangan mukim

Hak dan Kewajiban

Pasal 10

(1) Hak lmum lVukim adalah:

a. mendapatkan upah jerih sesuai dengan kemam5luan
keuangan daerah;

b. mengusulkan pengangkatan sekretaris mukim kepada

Bupati melalui Camat;

c. mengajukan rancangan Qanun [t/ukim;

d. mengelola keuangan mukim dengan peraturan yang

berlaku;

e. menetapkan pejabat pengelola keuangan mukim;

f. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada
perangkat mukim;

g. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku.

h. lmeum tt/ukim yang berhenti dengan alasan seba.qairnana
dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan b Qanun Aceh,
diberikan penghargaan oleh Bupati sesuai dengan
peraturan BuPati.
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(2) Kewajiban lmum [Mukim adalah:

a. memegang teguh sumpah jabatan, rnengamalkan
Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
lndonesia;

b. menjalankan syari'at islam secara kaffah; '

c. menjaga dan melaksanakan kekhususan Aceh;

d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

e. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. melaksanakan kehidupan demokrasi;

g. melaksanakan prinsip tata pemerintahan mukim yang; bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

h. menjalin hubungan kerja dengan seluruh tnitra kerja
pemerintahan;

i. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-
undangan;

j menyelenggarakan administrasi pemerintahan mukim yang

baik;

k. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penqelolaan
keuangan mukim;

L melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan mukim;

m. mendamaikan perselisihan masyarakat secara adat mukim,

n. mengembangkan ekonomi masyarakat dan kemukintan,

o. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial,

seni budaya, adat, dan adat istiadat berlandaskan syari'at
lslam;

p. memberdayakan masyarakat dan kelernbagaan di

kemukiman; dan

q. mengembangkan potensi sumber daya alam dan

melestarikan lingkungan hiduP.

Larangan

Pasal 11

(1) lmum tVlukim dilarang:

a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, mr;nerima uarlq,

barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
mempengaruhi keputusan atau tindakan yang ak'itn

dilakukannya;

b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota tuha
peut, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan di

Mukim bersangkutan, Anggota Legislatif, dan jabatan lain

yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-

undangan;

c. membuat keputusan yang mernberikan keuntungan untuk

menjadi Pengurus Partai Politik;
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d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum legislatif dan
eksekutif;

e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok
masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan
masyarakat lainnYa;

f. menyalahgunakanwewenang;

g. melanggar sumpah jabatan; dan

h. meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan
tanpa pemberitahuan dan ijin kepada tuha peut dan

Camat.

(2) Apabila lmum lVukim melakukan larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tuha peut dapat mengambil tindakan
berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. usulan pemberhentian sementara; dan/atau

d. usulan pemberhentian dari jabatan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

huruf b tembusannya disampaikan kepada camat.

(4)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan

huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui camat-

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

Tanggung Jawab dan PelaPoran

Pasal 12

lmeum tVlukim memimpin penyelenggaraan pernerinlahan

mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan
persetujuan Tuha Peuet IMukim.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, lmeum N/ukim

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada [VIa.lelis

[/usyawarah IMukim pada akhir masa jabatannya atau

sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet N/ukim.

lmeum tVlukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya

kepada lVajelis [Vusyawarah lVukim sekurang;-kurangTnya

sekali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau

sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet N/ukim"

lmeum lvukim menyampaikan laporan pelaksanzran tugasnya
yang berasal dari wewenang asal-usul desentralisasi, dan

tugas pembantuan kepada camat pada akhir tahun anggaran,
pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh

Bupati.

Sekretariat

Pasal 13

Sekretariat ti/ukim dipimpin oleh seorang Sekretaris I\/ukirn

yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul lrnum

tVukim melalui Camat.

Sekretaris tVukim berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada imum mukim.

9
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(3)

(4)

Sekretaris tVukim diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Sekretariat tVukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi

a. seksi Pemerintahan;

b. seksi Pembangunan; dan

c. seksi Keistimewaan Aceh.

Pasal 14

Sekretaris mempunyai tugas:

a. membantu imum mukim dalam menyusun kebijakan;

b.menyelenggarakan administarsi kesekretariatan mukim;
dan

c. mengkoordinasikan seksi-seksi yang ada dalam
pemerintahan mukim.

BAB IV

TUHA PEUT MUKIM

Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 15

(1) Tuha Peuet tvlukim berkedudukan sejajar dan menjadi mitra
kerja dari Pemerintah tVukim dalam penyelenggaraan
pemerintahan [\/ukim.

(2) Keanggotaan dari Tuha Peut lVukin terdiri dari unsur-unsur:

a. Unsur Ulama;

b. Tokoh masyarakat;

c. Tokoh pemuda;

d. Pemuka adat;

e. Cerdik pandai/cendekiawan; dan

f. Tokoh perempuan.

(3) Jumlah anggota Tuha Peuet lVukim mengacu pada jumlah
Gampong, yaitu:

a. 1 sampai 7 Gampong ber1umlah 7 (tujuh) orang; dan

b. 7 Gampong lebih berjumlah 9 (sembilan) orang.

(4) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet N/ukim paling
sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggota Tuha Peuet
tMukim harus berasal dari kaum perempuan.

(5) N4asa jabatan anggota tuha peuet ['/ukim adalah mengikuti
masa jabatan mukim.

(6) Pimpinan dan Anggota Tuha Peuet fVukim diberikan uang
jabatan, honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.
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Musyawarah Mukim dan

Pembentukan Tuha Peut Mukim

Pasal 16

(1) tVusyawarah tVukim berfungsi sebagai badan musyawarah
guna memberikan masukan, saran dan pertimbilngan kepada
imeum mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan
mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan
kualitas pelaksanaan syari'at lslam, pengawasan fungsi ekologi
dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonornian dan peningkatan
kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan,
pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan
perempuan.

(2) tt/usyawarah mukim dipimpin oleh lmum N/ukim dihadiri Tuha

Peut tVukim, Geuchik, Tuha Peut Gampong, lmum Chik, lrnunt

[/leunasah, Kejruen Blang, Panglima Laot, Peutuie Seuneubok,
Haria Pekan, Syahbanda, Pawang Glee, 3 (tiga) or;ing masing-

masing mewakili ulama, cendikiawan, pemuda, pemuka adat

dan perempuan.

(3) lVusyawarah mukim berwenang:

a. memilih dan membentuk Tuha Peut lVlukim;

b. mendengar visi misi program kerja calon irnum mukirn yang

diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;

c. mengikuti penyampaian laporan pertanggung .lawaban oleh

imum mukim,

d. mengikuti penyampaian laporan pelaksanaan tugas oleh

imurn mukim; dan

e. menyelesaikan sengketa-sengketa adat;

(4) tvusyawarah mukim dapat dilaksanakan sewakLu-waktu bila

diperlukan.

Pasal 17

(1) Dalam hal musyawarah sebagainrana dimaksud dalam Pasill

16 ayat (3) huruf a, ditentukan langsung anggota-ilng]gota
tuha peut mukim yang memenuhi unsur-unsur yang tersebul

dalam Pasal 15 aYat (2)-

(2) Setelah anggota tuha peut mukim terpilih, anggota tuha peuI

mukim mengadakan rapat untuk memilih ketua dan sekretaris

tuha peut mukim.

(3) Ketua dan sekretaris tuha peut mukim dipilih secara dernokratis

oleh dan.dari anggota tuha peut mukim.

(4) Rapat pemilihan ketua dan sekretaris tuha peut mukir"n dipirrrpin' . 
oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda'

(5)Pengesahan/pengangkatan ketua, sekretaris dan angqota' ' 
TuhJ Peuet lVukim dilaksanakan oleh camat atas nama [3upati'
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TUGAS, FUNGSI DAN

WEWENANG

Pasal 18

(1) Tuha Peuet tVukim mempunyai tugas, fungsi dan wewenang
sebagai berikut:

a. meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at lslam dan adat
beserta adat istiadat dalam masyarakat;

b. menjaga dan melaksanakan kekhususan Aceh;

c. meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan
hidup beragama dan antarumat beragama;

d. memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasilan
dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;

e. melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/
merumuskan dan memberlkan perselujuan atas
perundangan lmeum IMukim terhadap Peraturan IVukim;

f . melaksanakan fungsi anggaran, yaitu merrbahas/
merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja N/ukirn

sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan

Belanja tVukim;

g. melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan N/ukim,

pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari N/ukim;

h. melaksanakan fungsi pengawasan ekoloqi dan pent;elolaan
Su.mber Daya Alam (SDA) dalam kemukiman;

i. menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat kepada

Pemerintah t\Iukim;

j mengawasi kinerja pemerintahan lVlukim.

(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana rJimaksuci

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Tala Tt:rtitr

Tuha Peuet tVlukim berpedoman pada peraturan Bupati

Pasal 19

(1) Ketua, sekretaris dan anggota Tuha
diperbolehkan merangkap jabatannya
tVukim.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana Cimaksud

dalam ayat (1) berakibat yang bersangkutan dianggap
mengundurkan diri dari salah satu jabatannya terscbut

BAB V

QANUN MUKIM

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 20

Qanun [/ukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang meliputi:

t2

Peuet tt/ukim ttdak
dengan pemerlntah

(1)



a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

(2) IVlateri muatan Qanun tvukim mengandung asas-asas:

a. Keislaman;

b. Pengayoman;

c. Kemanusiaan;

d. Kebangsaan;

e. Kekeluargaan;

f. Keadilan;

g. Kearifan lokal/kekhususan Aceh;

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan'

(3) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Qanun

tVlukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi

Qanun t\4ukim Yang bersangkutan'

(4) Pemerintah tt/ukim wajib memberdayakan masyarakat dalant

memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalant

rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Qanurt

tMukim.

(5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan

rancangan Qanun tvukim berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku'

Bagian Kedua

Rancangan Qanun Mukim

Pasal2l

(1) Rancangan Qanun IVlukim dapat berasal dari lmum N/ukim

atau dari Tuha Peuet lVukim

(2)Apabiladalamsatumasasidang,lmumN/ykimatauTuha
PeuetmenyampaikanRancanganQanunN/ukimmengt:nai
materiyangsama,makayangdibahasadalahrancangan
Qanun tt/uxim yang disampaikan oleh Tuha Peuet, sedangkan

rancangan yang b6rasal dari lmum tVukim digunakan sebagai

bahan untuk diPersandingkan'

(3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun

tMukim sebigaimana dimaksud dalam ayat (1), Tuha Peuet

mengadakan-sidang/musyawarahyangharusdihadirioleh
palirlg sedikit 2t3 (dua pertiga) darijumlah anggota
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(7)

(4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 %
(lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota

yang hadir.

Qanun lt/ukim yang telah disetujui bersama ditandatangani

oleh lmeum lVukim dan Ketua Tuha Peuet lVlukirn"

Qanun t\lukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus

disampaikan kepada camat paling lama dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak disetujui bersama antara lmum lvukim dan

Tuha Peuet IVukim.

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) harl sebagaimana

dimaksud dalam ayat (6) belum mendapat pengesahan, maka

Qanun t\Iukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum'

Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Qanun

lvukim yang tetah disetujui bersama sebagaimana dimaksud

dalam ayat (5) dan disahkan oleh camat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran

tMukim oleh Sekretaris N/ukim.

Sekretaris tVlukim wajib menyebarluaskan Qanun N/lukim

kepada masyarakat melalui media informasi sesuai dengan

peraturan peru ndang-undangan.

Pasal 22

(5)

(6)

(8)

(e)

(1) Pedoman mengenai petunjuk teknis tentang penyusunan

qanun mukim ditetapkan oleh Bupati yang berpedoman pada

perundang-undangan yang berlaku'

(2) Pedoman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat

materi antara lain:

a. bentuk Qanun tVlukim;

b. materi muatan Qanun tVukim;

c. mekanisme dan tata cara mempersiapkan Rancangan

Qanun tVukim;

d. mekanisme dan tala cara pembahasan Rancangan Qanun

tMukim;

e. ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Qanun lVukim;

dan

f. tala cara'penyebarluasan Qanun tMukim oleh sekretaris

tMukim.

BAB VI

KEUANGAN MUKIM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang nrenjadi

kewenangan mukim didanai dari dan atas beban Anggaran

dan PendaPatan Belanja tVukim'

t4



(2) Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenanagan
pemerintah kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran

Pendapatan Belanja KabuPaten.

Keuangan mukim dikelola secara tertib taat pada norma

hukum, efisien, ekonomis efektif, transparan, Lreroriantasi

hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan.

(3)

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 24

(1) Pendapatan tMukim terdiri dari:

a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan

IMukim;

b. Hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai lVukim;

c. Prosentase tertentu APBK yang dialokasikan kepada lvukim;

d. Uang adat; dan

e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak

mengikat.

(2) Pendapatan ttllukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja mukim

(APBIV) yang disusun oleh imeum tVlukim dengan persetujuan

Tuha Peuet IVukim.

(3) Besarnya alokasi anggaran dari APBK sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Qanun Kabupaten dan

atau Peraturan BuPati.

Pasal 25

(1) Pendapatan tvukim sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 24,

dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan

pumetintuhan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

k"rrtyrtakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh'

perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (sDA) dan

pen ingkatan kesejahteraan masyarakat kemu ki ma n

(2) Pedoman tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan

t\Iukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan Bupati berdasarkan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 26

(1) Sumber pendapatan tVukim yang sudah dimiliki dan dikr:lr:la

oleh IVlukim tiOat< boleh dipungut atau diambil alih oleh

Pemerintah Yang lebih tinggi'

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan lVlukim

sebigaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan

Bupati.
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(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayal (2)

memuat materi antara lain:
a. Jenis-jenis kekayaan [\Iukim;
b. pendapatan asli Mukim sesuai dengan potensi dan kondisi

setempat;
c. Pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Ir/ukim'

dan
d. Pengawasan terhadap sumber pendapatan It4ukim

Bagian Ketiga

Aset

Pasal2T

Bagian Keempat

Belanja

Pasal 28

(1) Aset mukim adalah harta kekayaan mukim yang telah ada, atau

yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batanq air,

kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang

menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dcngan
peraturan peru ndang-u ndangan yang berlaku

(2) Jenis jumlah kekayaan Mukim harus d iinventa risasikan dan

didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati

berdasarkan atas kesepakatan [\I usyawa ra h [/ u ki rn.

(3) Pengawasan terhadap harta kekayaan [t4ukim dilakukan olch

Tuha Peuet Mukim.

(4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan lVlukint

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibagi secara
proporsional antara [\,4ukim dan Gampong didasarkan atas

prinsip keseimbangan kemampuan antar gampong dengan
tujuan pemerataan kemampuan antar gampong dalam

kemukiman.

(5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksu'J dalam ayat (4 )

dilakukan atas dasar kesepakatan antara Mukirn dan Gampong

serta gabungan Gampong dalam kemukiman sctempat dan

diatur melalui Peraturan [Vlukim.

(1) Belanja IVlukim diprioritaskan untuk rnelindungi

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam

memenuhi kewajiban mukim sebagaimana dimaksud

Pasal '10 ayat(2).

(2) Perlindungan dan peningkatan kualitas kehiCupan masyarakat' ' 
sebagaimina dimaksud pada ayat (1) diwuiudkarr dalm [renluk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan

pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umLrm yang

layak.

(3) Belanja mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' ' 
memfertimbangkan analisis standar belan.la' standar harga'

tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minirnai yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan Bupati'

dan
upaya
dalam
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Belanja lmum mukim, perangkat imum mukim dan belanja tuha pt:ul

mukim diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Bagian Kelima

Surplus dan Defisit

Pasal 30

Bagian Keenam
Kebijakan Umum Anggaran dan

Pendapatan Belanja Mukim

Pasal 31

Bagian Ketujuh
Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Mukim

Pasal 32

(1) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan
penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan ['4ukim tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Ir/ukim.

(2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber

sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam

Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan t3elanja

IMukim.

('1 ) lmeum Mukim menyampaikan kebijakan umurn Anggaran

Pendapatan dan Belanja l\rlukim tahun berikutnya sejalan

dengan Rencana Kerja Pemerintah [r/ukim, sebagai landasan

penyusrnan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Hrtut im kepada Tuha Peuet lvlukim selambat-lambatnya
pertengahan bulan Juni tahun berjalan.

(2) Tuha Peuet Mukim membahas kebijakan umunt Anggaran

Pendapatan dan Belanja Mukim dalam musyawarah Tuha Pcuet

lV'lukim.

(3) Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja tVlukim yang telah disepakati bersama dengan Iuha

Peuei lt/ukim, Geuchik bersama dengan Tuha Peuct l\'4ukirrr

membahas prioritas dan plafon anggaran semr:ntara untuk

dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat mukim'

(1 ) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
' 'dan Belanji [\/ukim, pimpinan setiap unsur perangkat mukim

selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan

anggaran unsur Perangkat mukim.

(2) Rencana kerja unsur perangkat Ivlukim disusun

pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan

(pe rformance budgeting).

(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dinraksud

ayat (1 ) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk

berikuinya setelah tahun anggaran yang sudah disusun

denga n

dicapai

d alam
tahun
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(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1 ) dan (2) disampaikan kepada Tuha Peuet l\'4ukim untuk

OiOanii dalam musyawarah Tuha Peuet dengan melibatkan

peMakilan Tuha Peut Gampong dan Geuchik'

(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan

kepada lmeum tvlukim sebagai bahan penyusunan Rancangan

Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Br-:lanja lt'4ukim

tahun berikutnYa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kcqa dan

anggaran setiap unsur perangkat mukim diatur dengan

Peraturan [Vlukim.

Bagian KedelaPan
Anggaran PendaPatan dan

Belanja Mukim

Pasal 33
(1) Sumber pendapatan tr/ukim dikelola melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Mukim.

(2) IMenjelang tahun anggaran baru' Bupati memberikan pedoman
' 'tenting 

P-enyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja [r'4ukim

kepada Pemerintah I\/ukim dan Tuha Peuet lVukim'

(3) Pemerintah mukim mengaiukan Rancangan Peraturan lentanq

Anggaran Pendapatan dan Belanja tVukim, disertai penlclasan

ata-u- dokumen-dokumen pendukungnya kepada Tuha Peuet

I\/ukim pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya

(4) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Mukim dilakukan sesuai dengan Qanun yang mengatur susunan

dan kedudukan Tuha Peuet Mukim.

(5) Tuha Peuet tvlukim dapat mengajukan usul yang mengakibatkan

perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam

il.un"rngrn Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja lvlukim.

(6) Pengambilan keputusan oleh Tuha Peuet [\/lukrm mengenai
' 'Raniangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja t\/ukim dilakukan selambat-lambatnya satu bulan

sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan'

(7) Anggaran Pendapatan dan Belanja lt/ukim yang disetului terinci
' ' 

sari-pai dengan satuan perangkat dan kelembagaan lVlukim'

fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja'

(8) Anggaran Pendapatan dan Belanja tt/ukim sebagaimana' ' diniifsud dalam ayat (7) diatur setiap tahun anggaran dengan

Peraturan tr/ukim selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah

diundangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pernerintah

Kabupaten.

(9) Apabila Tuha Peuet Mukim tidak menyetujui Rancangan
' ' Peraturan [Vlukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)' untuk

membiayai keperluan ietiap bulan Pemerintah lVlukirn dapal

melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka

Anggaran Pendapatan dan Belanja [\/ukim tahun anggaran

sebelumnYa.
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Bagian Kesembilan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Mukim

Pasal 34

(1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja lvukim dengan
perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama

antara lmum tvukim dan Tuha Peuet [vukim dalam rangka

penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan

dan Belanja tt/ukim tahun anggaran yang bersangkutan, apabila

terjadi:

a. perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai

dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja tVukim;

b. perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan Nlukii'n;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan lvukim,

antar kegiatan dan antar jenis belanja;

d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran
yang berjalan.

(2) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjacJi keadaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah lVukirn dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan

Anggrran Pendapatan dan Belanja 1lukim dan/atau

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pernerintah

Kabupaten.

(3) lmeum N/ukim mengajukan Rancangan Peraturan N/ukint

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Br:lanja N/ukim

tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan

perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk

mendapatkan persetujuan Tuha Peuet N/ukim sebelum tahun

anggaran berakhir.

Bagian KesePuluh

Pertanggungjawaban

Pasal 35

(1) lmeum tvukim menyampaikan Rancangan Peraturan tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan

Betanli-fUutiim kepada Tuha Peuet IVIukim berupa laporan

keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran

berakhir.

(2) Keuangan tVlukim yang bersumber dari alokasi anggaran
' ' 

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sel;rin

dipertanggungjawabkan kepada Tuha Peuet lVukim

senagaimini- dimaksud dalam ayal (1) juga harus

diperfanggungjawabkan kepada Bupati melalui carnat"
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(3) Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam

pengelolaan anggaran dan penyelenggaraarl pemerintahan

I\Iukim.

(4) Laporan keuangan dimaksud pada ayat (1), meliputi Laporan' ' 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja N/ukim, Laporan

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang rlilampiri

dengan Laporan Keuangan badan usaha yang dikelola oleh

lVukim serta lembaga-lembaga lainnya.

(5) Pedoman petunjuk teknis tentang Laporan Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan

Bupati yang memuat materi-materi:
a. tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;

b. tata kelola keuangan mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan

perbend ah araan negara ;

c. persyaratan pengangkatan bendaharawan N/ukim;

d. tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran,

e. tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksanaan tekhnis

dari Qanun ini;
tata cara perhitungan anggaran;
mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;

sistem analisis kinerja pengelolaan anggaran;
mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran

oleh Tuha Peuet sebagai pelaksanaan tekhnis dari Qanun

ini;
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi'

BAB VII

KERJA SAMA ANTAR MUKIM

Pasal 36

(.1) Beberapa pemerintah tvukim dapat mengadakan kerja sarna

yang diatur dengan Peraturan Bersama antar lVukim dengan

persetujuan BuPati.

(2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama'

(3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus
' ' 

tenenin dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetuiuan

dari tVusYawarah tr/ukim.

(4) Perselisihan antar N/ukim dalam satu kecamatart harus

diselesaikan oleh Camat.

(5) Perselisihan antar tvukim dalam wilayah Kecamatan yang

berbeda diselesaikan oleh Camat dan Bupati'

(6) Apabila tVlukim tidak bisa menerima putusan penyr:lesaian
' 'sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan

banding kepada Bupati yang putusannya bersifat final dan

mengikit seielah menempuh upaya keberatan kepada Camat"

(7) Apabila lVlukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian
' 'sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat mengajukan

banding kepada Gubernur yang putusannya bersifat final dan

mengiklt setelah menempuh upaya keberatan kepada Bupati

f.
g
h

i.
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Pasal 37

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar N/ukim diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

memuat materi antara lain:

a. tata cara mengadakan kerja sama antar mukim;

b. bentuk kerja sama antar tMukim;

c. objek kerja sama;

d. materi muatan peraturan bersama antar IVukim;

e. biaya pelaksanaan kerja sama; dan

f. penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

(1) Pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan wajib

melaksanakan pembinaan penyelen g garaan peme ri n tah mu ki m,

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi

pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi,
pendidikan dan Pelatihan.

(3) Pemberian pedoman sebagalmana dimaksud pada ayat (2)

mencakup perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja IVlukim, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi

keuangan mukim, pertanggungjawaban keuang;an mukirn,

pemantauan dan evaluasi.

(4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagai mana

yang di maksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja lVlukim,

pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan mukim,

pertanggungjawaban keuangan mukim, yang dilaksanakan

secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik sec;lra

menyeluruh kepada Semua mukim atau kepadg rnukim tertentu

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagai mana dimaksud pada ayal (2)

dilaksanakan secara berkala bagi imum mukim perangkat imum

mukim dan tuha Peut mukim.

Pasal 39

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk nrukrrn di

koordinasi oleh BuPati.

Pasal 40

(1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan N/ukim disampaikan

kepada camat dalam waktu paling lama 30 (tiga pulun) hari

setelah diundangkan.

(2) Apabila Peraturan tvukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan

perundang-undangln yang lebih tinggi, Camat dapat
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mengusulkan pembatalan Peraturan lvukim tersebut kepada

Bupati.

(3) IVasyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan rjan/atau
pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya
terhadap Peraturan tt/ukim dan Peraturan lmeum N/ukirn kepada

Camat.

(4) Tata cara penggunaan hak masyarakat sebagainrana tjimaksurJ

pada ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB IX

EVALUASI

Pasal 41

(1) Rancangan Qanun lVlukim tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja lVukim yang telah disetujui bersama dengan tuha pr:uI

mukim dan rancangan Qanun N/ukim tentang penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja [vukim sebelurn ditetapkan

oleh- camat atas nama Bupati paling lambat 3 (tiga) hari

disampaikan kepada Bagian Pemerintahan N/ukirn diln

Gampong Sekretariat Daerah Kabupaten untuk drevaluasi

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

disampaikan oleh Bagian Pemerintahan lVukim dan Gampr>ng

Sekretariat Daerah Kabupaten kepada Bupati paling larnbat 1l:

(lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancarrgiln

dimaksud.

(3) Apabila Bagian Pemerintahan lVukim dan Gampong Sekretariat

Daerah Kabupaten menyatakan hasil evaluasi rancangiln qilnun

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja N/ukim rjan

rancangan qanun imum mukim tentang Penjabaran AnQgaran
pendafatan dan Belanja 1t/ukim sudah sesuai den5;an

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dim;;ksutl rnernilldi

Qanun tMukim dan Qanun lmum lVukim.

(4) Apabila Bagian Pemerintahan lVlukim dan Gampong; sei'.r"t;tari;;t' 
Daerah Kabupaten menyatakan hasil evaluasi rarlcilngarl qanun

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nlukirn diln

rancangan qanun imum mukim tentang Penjabaran Anggariln
pendafatan dan Belanja tVukim bertentang;ln denr]an

kepentingan umum dan peraturan perundang-untlangan yijng

lebih tinlgi, Bupati melakukan penyempurnaan paling 'ianta /
(tujuh) hiri terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian lrnurn

It/ukim mengacu Pada Qanun Aceh.

Pasal 43

lmum tvukim yang telah ada dinyatakan sebagai lrnum lvukirn Lintuk

,"nv"r"nggaiakJn tugas dan fungsi sebagaimana 'iimaksuri pasai

18 dan 19.
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Pasal 44

Kedudukan, SUSunan organisasi, tugas dan fungsi serta lata cara
penyelenggaraan pemerintahan lVukim tetap seperti semula sampsi
diadakan penyusunan menurut peraturan perundang-undanqan.

Pasal 45

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada

dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan denqan
Qanun ini.

Pasal 46

Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya yang

memerintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudah harus

diundangkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak

diundangkannya Qanun ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang

mengatur tentang mukim yang bertentangan dengan Qanun ini

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pr>ngundanrlan

Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupalert

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Septe[be1.fQ] Ul|

24 SYawal 1432 H

/

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Seotember 201 1tv

24 Syawal 1432 H

US

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 201 1 NOMOR 14

*'My
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Pasal 44

Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta lata cara

penyelenggaraan pemerintahan tVukim tetap seperti semula sampai

diadakan penyusunan menurut peraturan perundang-undangan"

Pasal 45

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada

dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan

Qanun ini' 
Pasar 46

Peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaan lainnya yang

memerintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudah harus

diundangkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak

diundangkannya Qanun ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang

mengatur tentang mukim yang bertentangan dengan Qanun ini

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan"

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanEan

elnun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Septem[ref 2Q1 ! I\/

24 SYawal 1432 11

BUPArlAcad urnnn,

,Mn-,.
Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 September 2011 tM

24 SYawal 1432 H

S RAH

SY BUDDIN USMAN

LEMBARAN KABUPATEN AGEH UTARA TAHUN 2011 NOMOR 14
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PENJELASAN
ATAS

QANUN KABUPATEN AGEH UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

I, UMUM

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh berkonsekr"nti"paOa di6erikannya kedudukan hukum yang kuat terhadap

pemerlntahan tVukim dan Gampong dilam sistem pemerintahan Aceh' Undang-

;ilr;g Nomor 11 Tahun 2006 fersebut merupakan tindak lanjut dari Nota

Kesepahaman antara Pemerintah Republik lndonesia.dan Gerakan Aceh lverdeka

tcnrrrrl yang ditanJatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005

pada butir ke 1.1.6 Noii Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh

akan disusun kembari untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat

istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh'

Pasal 114 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara tegas

kedudukan pemeriitahan Nlukim dalam struktur Pemerintahan Aceh" Pada masa

Vrng fuf, l/ukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam Adat hlt:ukula Alarrr

setelah ternentuknya negara lndonesia, keberadaan lvukim tetap diakui

berdasarkan pasal ll"AturariPeralihan. Kemudian, oleh Residen Aceh, kedudukan

lvukim tetap dipertahankan melalui Peraturan Karesidenan Aceh Nomor 2 dan

Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi tvukim pernah men.qalami proses

reduksi bahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan t"[u No' 5

Tahun 1974 dihilrngkrn sama-sekali eksistensinya, namun keberaldaan Nlukim

secara faktual tetaf diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh lVukim

sebagai lembaga yrng ,"rbawahi gabungan (federasi) Gampong menjalankan

kekuasaan keluar, yiit, menangani ftat-f,at yang berada di luar kekuasaan

pemerintahan Gampbng. Kekuasian di luar witayah kewenangan Gampong itu

antara lain mengatur tiubungan antar Gampong, hubungan Garnpong dengan

pihak ruar dan menyeresaikan persoaran-persoaran/perserisihan-perselisihan yang

ilOat Oaput diselesaikan di Gampong'

pemerintahan tVlukim selain menjalankan dwi fungsi pemerintahan sebagai

pemerintahan n"gri, dan adaVsyari'at, juga perlu memiliki wewenang dalam

melakukartr p"r,grirrran atas tungii et<oiogiian pungelolaan Sumber Daya Alant

(SDA) yang nerala Ji*i[vrrr n71rltirn. Setiin itu, kawasan-kawasan keloler rakvat

yang ada di sebuah Gampong yang dapat diakses oleh warga dari berbngai

gampong dalam mukim tersebut, ."p-"rti blrng, gle.dan uteun rimba' merupakan

wilayah kewenangan tt/ukir1. walaupun s"cui, Ldmini=ttatif rlan pengaturan ke

dalam,blang, g/e" Jan uteitn dalam sebuah kawasan Gampong merupakan

kewenangan campong, nrrrn bila ada kebijakan yang bersifat rnengikat dan

memiliki konsekwensi terhadap warga mukim.iersebut, keputusannya merupakan

kewenangan ruu[im. pengelolarn "*iluyrh blang, gle, padang meurahe:e dan

wilayah laot, diatur melalJi kelembagaln khusus' Kawasan blang diatur oleh

Kejreun blang, kawasan g/e diatur olJh peutua gl? dan laot diatur oleh panglima

/aof. Kesemua temUrg, i"rr"but merupakan lembaga-lembaga yang membantu

imeum mukim dalam mengelola sumber daya alam untuk menyejahterakan

Warganya.IMukimjugamenjaditempatbandingdariperselisihan-perselisihanadat
yang tidak dapat disJtesait<in di tingkat Gampong" Putusan-putusan adat di tingkat

ilrrr[i, merupakan putusan yang bersifat tetap dan mengikilt.
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tvukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal

Aceh yrng ,"iiflrll p"trn aiministrasi pemerintahan, adat dan hukom' Dalam

bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah

dikeluarkan oleh tvlukim atau disahkan oten [Mukim, setelah terlebih dahulu

memeriksa status tanah yang diperjualbelikan melalui Geuchik atau lembaga adat

lainnya sesuai J.ngrn flOuiut<an ianah. Dalam bidang adat' N/ukim merupilkan

rujukan dari setiap perkara adat yang belu.m dapat diselesaikan di tingkat

Gampong. tVlukim juga ikut mengatuikatiasan bersama berupa padang rneurabe'

gle, blang, dan taioh-tanoh ying berada di bawah penguasaan lVukim atau

berada di luar p"nguurran Gam"pong. Dalam bidang hukom, N/ukim rnenjadi

tempat penyelesaiari hal-hal yang 
'berliubungan 

dengan agama, seperti masalah

warisan, pernikahan, perceraian,-pasakh dan rujuk, serta mengurus harta umat

yang berada di bawah penguasaan N/lukim'

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 13_
Ianahulayatadalahtanah,hutan,batangair'danau'lautrjan
g;.r"g yang terdapat dalam wilayah N/ukim yang bersangkutan.

irnuf'"rfryai adalah tanah-tanah yang terdapat 11i wiiayah ;t/ukim

yungu,k,nuntukperorangan.Semuapendudukyangmempunyai
,,t,pencaharianbertani,dapatmembukatanahtersebutuntuk
diusahakanatasizinlmeumlMukim,tetapitidakuntukdimiliki.
Pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh lmeum h/ukim setelah

,Lni"ngrr pendapat Tuha peuet N/ukim. Hutan ulayat adalah

f'utan se]aufr sefraii perjalanan pulang pergi dengan berjalan kaki'

di hutan ini semua penbuduk boleh memungut dan menc;rri h;:sil

hutan,denganpembagianhasildisepakatiantarapencaridan
lmeum Uu[im."'Batan{ air ulayat adalah sungai yang terdapat

Jrfu, wilayah tt/ukim irng beriangkutan, yang semua penduduk

tvlukim mempunyai ha-k ying sama untuk mencari ikan di saRa,

J"rif.irn luga Oanau ulayatl Laut ulayat adalah laut tepi pantai

r"prrir.gi [antai yang iermasuk ke dalam kemukiman' 'Jarak

,nirp, plniai sampai"ke tengah laut adalah sebatas r,elabuh

firf.rt warga N/ukim lain dilaiang untuk melabuh pukat di laul

ulayat ini, kecuali para nelayan menyetujuinya' Gunung ulayat

U"oO, di bawah pengaturan pengawasan Paw"ang Glee' Hutan

,fr,uiO"rada di bawah pengawasan Panglima Uteuei, Batang air

Aan danau berada di bawah pengaturan dan. pengawasan

iingtima Lhok, sedangkan Laut Ulayat berada di bawah

p"nlrtrrrn dan pengawasan Panglima Laotl y'l:t] kesemuanya

b"rro, di bawah ko6rdinasi dari dan bertanggungjawab kepada

lmeum ttllukim.

Pasal2
CukuP jelas

Pasal 3
CukuP jelas

Pasal 4
CukuP jelas

Pasal 5
CukuP jelas

Pasal 6
CukuP jelas

Pasal 7
CukuP jelas

Pasal 8
CukuP jelas
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